
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR , 4 TAHUN 2016 

TENT ANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 
ayat (3), Pasal 14, Pasal 19 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), dan 
Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Nomor l Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat 
Khusus Par.kir, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Retribusi Ternpat Khusus Parkir; 

1. Unclang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4725); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan .Jalan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5052); 

4. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dari Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5049}; 

5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nornor 
244, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5587, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58.rf 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); i 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161): 

B. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nornor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telab diubah bebcrapa kali tcrakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahtm 20] 1 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 
1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khu Aus Parkir 
(lernbaran daerah Kabupaten Sidenrcng Rappang Tahun 
2016 Nomor l); 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENT ANG TATA 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
KHUSUS PARKIR. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

CARA 
TEMP AT 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. 
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pernerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pcmerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu 

dibidang Retribu si Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Saluan Kerja Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan perparkiran. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal ya.ng 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara (BUMNJ, atau Barlau usaha Milik Daeah 
(nUMD) dcngan nama dan dalam bcnruk apapuri, firmi., 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persckutuan, perkumpulan, 
yayasan, orgarusasl massa, organisasi soslal politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya 
termasuk kontrak investast kolcktif dan beutuk usaha tetap. 

7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang 
terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak 
bermotor, 

8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selaind 
kendaraan yang berjalan diatas rel. � 



9. Retribusi Daerah adalah punguran daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pernberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pernerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

10. Wajib Retrebusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribuai diwajibkan untuk rnelakukan pcmbayaran 
retribusi termasuk pernungut atau pemotong retribusi tertentu. 

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan ternpat khusus 
parkir dari Pemerintah Daerah. 

12. Retribusi Ternpat Khusus Parkir , yang selanjutnya disebut Petribusi, 
adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan ternpat khusus parkir 
yang disediakan, dirniliki, dan/atau dikelola oleh Pernerintah Daerah. 

13. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir diluar ruang milik jalan yang 
berupa usaha khusus parkir atau usaha penunjang pokok usaha yang 
disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 
bcrsifat sementara. 

15. Ternpat Parkir adalah ternpat pemberhentian kendaraan di lokasi yang 
ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umurn, tempat khusus 
parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap 
atau tidak tetap yang rnerupakan fasilitas parkir untuk umum terrnasuk 
penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu. 

16. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah atau Badan yang 
rnengingatkan diri pada Pemerintah daerah atas dasar keriasama untuk 
menyelenggarakan Ternpat Khusus Parkir di Daerah. 

17. Petugas Parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, 
memungut dan menyetor uang jasa parkir pada ternpat khusus parkir. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah 
kelcbihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih 
besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda. 

21. Kas Daerah adalah Kas Daerah pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: 
a. memberikan pedoman dan landasan untuk pclaksanaan pernungutan, 

pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, pengajuan 
pengurangan dan/atau keringanan, penghapusan piuiang, pembangunan 
tempat khusus parkir; dan 

b. tercapainya tertib admintstrasi pcngelole.an Retribusi. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: 
a. terwujudnya kelancaran pemungutan Retribusi; dan 
b. terwujudnya efektifitas pengelolaan Retribusi. 



BAB Ill 
RUANG LlNGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 
a. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi; 
b. tata cara pernbayaran, penyetoran dan tempat pernbayaran Retribusi; 
c. tata cara pengajuan pengurangan dan/atau keringanan retribusi; 
d. tata cara penghapusan piutang Retribuei yang sudah kedaluwarsa; 
e. pembangunan ternpat khusus parkir; dan 
f. tata cara pcrnberian aanksi adminietratif. 

BABIV 
STROKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI 

Pasal 5 

( 1) Struktur tarif Retribusi Tern pat Kh usu s Parkir digolongkan berdasarkan : 
a. tingkat penggunaan atau frekuensi; 
b. jangka waktu penggunaan; 
c. jenis kendaraan bennotor. 

(2) Besarnya tarif Retribusi Ternpat Khusus Parkir ditetapkan dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
Peraturan Bupati ini. 

BABV 
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 6 

(1.) Retribusi dipungut dengan rnenggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dalam hal Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD maka tanggal 
jatuh tempo SKRD dimaksud tidak boleh melebihi masa Retribusinya, 

Pasal 7 

( 1) Dokumen lain yang dipcrsamakan sebagaimana climaksud dalam Pasal fi 
ayat (1) paling sedikit dibuat dalarn 2 bagian lernbar yaitu: 
a. bagian lcmbar untuk kontrol dan pertariggungjawaban petugas 

pemungut atau juru parkir; dan 
b. bagian lembar untuk Wajib Retribusi. 

(2) Pada bagian lernbar dokurnen lain yang dipersarnakan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( l) paling sedikit memuat dasar pernungutan 
Retribusi, nomor urur dokumcn, iaian rnaea Retribusi dan isian nomor 
poliai kendaraan bermotor Wajib Retribusi, 

Fl) Standar minimal cetakan dokurnen lain yang dipersornakan sebagauuana 
dimaksud pada ayal (1) tercanturn dalam Lampiran TT y1:1..I1g merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. f' 
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BABVl 
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN 

TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran 

Pasal 8 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan oleh Wajib Rctrtbusi 
sccara tunai scsuai masa Retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Pernbayaran Retribusi yang dilakukan melebihi waktu masa Retribusi 
sebagairnana climaksud pada ayat ( 1 J dikenakan sanksi adrninistratif 
berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan dengan 
rnenggunakan STRD. 

(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Wajib Retribusi kepada petugas pemungut atau juru parkir yang 
ditetapkan oleh Kepala SKPD. 

(4) SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan sebagaimana dlmaksud 
pada ayat (1) berlaku sebagai tanda bukti pembayaran. 

(5) Dokurnen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk dapat menjadi dokumen dalam pemungutan Retribusi terlebih 
dahulu wajib dimohonkan perforasi oleh Kepala SKPD kepada Kepala 
Din as Pendapatan Daerah. 

(6) Ketentuan perforasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) tidak herlaku 
bagi Retribusi Tempat Khusus Parkir yang menggunakan 
portal/ perhitungan waktu. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penyetoran dan Tempat Pembayaran 

Pasal 9 

( l) Penerimaan Retribusi yang telah diterima oleh petugas pemungut atau 
juru parkir wajib disetorkan oleh petugas pemungut atau juru parkir 
kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara 
Penerirnaan pada SKPD paling lambat pada akhir hari kerja setiap 
harinya, kecuali pada hari libur disetor pada hari kerja berikutnya. 

(2) Penyetoran penerirnaan sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) dilcngkapi 
dengan bukti penyetoran dilampiri uraian jurnlah clan nornor lernbar 
dokumen lain yang dipersamakan yang telab digunakan. 

(3} Bagi SKPD yang dalam penerimaan Retribusi menetapkan Bendahara 
Penerimaan Pembantu, maka Bendahara Penerimaan Pernbantu tersebut 
paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus sudah 
menyetorkan penerimaan dimaksud kepacla Berid ah.ara, Penerirnaan 
SKPD. 

(4) Penerimaan Retribusi yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan 
SKPD paling larnbat 1 x 24 (satu ka1i dua puluh empat) jam harus sudah 
disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan SSRD. 

(5) Pcrtanggungjawaban penyetoran basil pemungutan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dun ayat (4) dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem dun 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(6) Dalam ha! karena alasan geografis, efisiensi dan efektivitas, batasan 
waktu penyet.oran hasil pernungutan Retribusi sebagairnana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilakukan maka Kepala SKPD dapat 
mengusulkan batasan waktu yang cukup kepada Bupati untuk s' 
ditetapkan dengan Kcputusan Bupati. T 



BAS VII 
TATA CARA PENGAJUAN PENGURANGAN 

DAN/ ATAU KERINGANAN RETRIBUSJ 

Pasal 10 

(1) Dalam keadaan tertentu dapat dibcrikan pengurangan dan/atau 
keringanan retribusi tempat khusus parkir berdasarkan kreteria-kretcria 
yang ditetapkan dengon Keputusan Bupati. 

(2) Bupati diheri koweriangan untuk menetapkan seseorang rnemperoleh 
pengurangan dan/atau keringanan retribusi atas dasar kreteria yang 
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan mernperhatikan kemampuan wajib 
retribusi. 

(4) Pemberian keringanan sebagairnana dimaksud pada ayat (]) dapat berupa 
angsuran pembayaran retribusi, penundaan pembayaran retribusi 
dan/atau pengurangan pembayaran retribusi. 

(5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk 
mengadakan pcmeriksaan lapangan ke objek, subjek dan/atau wajib 
retribusi dalam rangka pengurnpulan data sebagai bahan pertimbangan 
dalam pengernbalian keputusan. 

BAB VIII 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

YANG SUDAH KEDALUWARSA 

Pasal 11 

(1) Bupa.ti dapat menghapuskan piutang Retribusi yang tidak mungkin 
ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa. 

(2) Paling lambat pada tanggal 31 Ja.nuari, Kepala SKPD menyusun daftar 
piutang Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala SKPD rnengajukan perrnohonan penghapusan piutang Retribusi 
kepada Bupati disertai daftar piutang Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dcngan alasan dan upaya penagihan yang telah dilakukan. 

(4) Dalam hal untuk menguji kepatuhan pernenuhan kewajiban Retribusi 
atas permohonan penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh 
Kepala SKPD sebagaimana d.irnaksud pada ayat (3), Bupati dapat 
memerintahkan Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP). 

(5) /\paratur Pemeriksa Internal Pemerintah (APTP) sebagairnana dimaksud 
pada ayat (4} bertugas melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Retribusi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Penghapusan piutang Rctribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB IX 
PEMBANGUNAN TEMPAT KHUSUS PARKIR 

Pasal 12 

Pembangunan ternpat khusus parkir harus memenuhi pereyaratan, yakni : 
a. Rencana Tata Ruang Wilayah; 
b .. Analisis Dampak Lalu Lintas yang dapat menjamin keselarnatan dan-/ 

kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gcdung/area parkir; r 
c. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa parkir; 



d. Konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila berupa 
gedung; 

e. Memiliki batas-batas tertentu apabila berupa taman parkir; dan 
f. Rambu lalu lintas atau marka jalan yang mengatur sirkulasl dan poeisi 

parkir kendaraan, apabila berada dalam gedung/ area parkir atau taman 
parkir. 

Pasal 13 

(1) Kepala SKPD sebagai pengguna barang wajib melakukan penataan 
tempat khusus parlor dalam kepenggunaan barang untuk efektifitas 
pernanfaatannya. 

(2) Penataan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi penataan sarana 
dan prasarana, penernpatan kendaraan, jam operasional, personil dan 
tata tertib bagi petugas dan Wajib Retrihusi. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal <liundangkan. 

Agar setiap orang mengetah uinya, rncmerlntahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penompatarmya dalam 
Kabupaten Sideneng Rappang. 

pengundangan 
Berita Daerah 

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, i 0�€t1' b er �o t c. 

Diundangkan di Pangkajenc Sidenreng 
pada tanggal, i O�SC-Th\Ja Joth 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SJDENRENG RAPPANG 

RUSLAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 20161 
TAHUN .'b.'-1 
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI STDENRENG .RAPPANG 
NOMOR : ';l.f TAHUN 2016 
TANCGAL: � Oe:J?trn\?p;r ;;01� 

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

1. Tarif retribusi pada tempat rekreasi/ objek wisata, dan fasilitas olahraga, 
sebagai berikut: 

i- Jenls Kendaraan bermotor r -- Tarif sek.ali parkir -�' r-r.-1 Kendaraan bermotor rodi:t 2 (dU!:i) Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) r1= ·1 

Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) I Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) 

[ 
:r.-- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) 'Rp4.000,00 (empat ribu I . rupiah) __ 
4. Kendaraan roda 6 (enam) ke alas Rp8.000,00 (delapan ribu 

____ rupiah) _ _j 

2. Tarif retribusi pada area pasar, area Rumah Sakit/Puskesmas milik 
Pemerintah Daerah, lahan parkir, dan tempat parkir lairmya yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagai berikut: 

,-- Jenis Kendaraan. bennotor I Tarif sekali parkir - l 
I 1. I Kendara.an berrnotor roda 2 (du&__ Rpl.000,00 (seribu rupiah) 
�2. 

1 
Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp2.000,00 (dua ribu 

__L __ __ I �upi.ah) _ . _ 
3. l Ken.daraan bermotor roda 4 (empat�p3.000,00..J!!ga ribu rupiah) 

14. I Kendaraan bcrmotor roda 6 (enam) I RpS.000,00 (lima ribu I___ ke ata_s_ __ ru2iah) _ 

3. Tarif retr'ibu si pada ternpat khusus parkir yang menggunakan 
portal /perhitungan waktu adalah sebagai berikut : 

f � Jenis Kendaraa;-- �rif parkir 2 (duaff" Tarif parkir jam � 
bermotor I jam pertama __ berikutny.!.__ 

lKenctaraan hermotor 

I 
Rpl .000,00 (soribu \ RpS00,00 (lima I roda 2 (dun) dan 3 rupiah) ratus rupiah] 

. ti 
_I a_ -- -- ·-- -- 
2. Kendaraan berrnotor I Rp2.00 . 0,00 (dua Rpl .000,00 [seribu 

roda 4 (empat) dan 6 ribu rupiah) rupiah) 

3� *.:'.1.an bermotor RP4.000,00 (empat I Rp2.000,00 
(dual 

��tas roda 6 (enam) 1 ribu rupiah) _ ribu rupiah) -y 
BUPATI SIDE 



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATT SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR : 3'-f TAHUN 2016 
TANGGAL : i Qes-� \>er t901" 

DAFTAR JENIS DOKUMEN 
RETRJBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

1. Dokumen Retribusi Ternpat Rekreasi/Objek Wisata dan Fasilitas Olah Raga 
..---- - 
I 
1 
I NO. 000001 
i 
; 

; PS!ffijNTAH WW Sllfl.BfNG RAPPANG 
I 
I 

RE R 
" ITempa - asi/Objek 

Wisata dan Fasilitas 
Olahraga, 

Rp. 2.000, · 
( Dua Ribu Rupi.'lh) 

KENDAf.U\AN 1311:RMOTO'R 
RODA 2 (T)UA) 

OIP8NDA 

\ NO. 000001 

DENRENG RAPPANG 

Rp. 2.000, - ( Dua Ribu Rupiah) 

KENnl\RM.N BERMOTOR RODA 2 (DUA) 

DIPENDA 

:.--- ----- :--- ·--- ---- 
1 
; !N0.000001 \N0.000001 

-·····' ! 
i 
I 

RE����taR 
(Tempal�kea;;-i/ Objek 

Wisata dan. Fasilitas 
Olahraga) 

Rp. a.ooo. - 
( Tiga. 'Ribu Rupiah) . 

l KF.NDARAAN Bt<.;H.MOTOR j 
. RODA 3 (TIGA) ' 

DlPENDA 
·--- 

Rp. 3.000, - ( Tiga Ribu Rupiah) 

KEND.11,RMN BERMOTOR NODA 3 (DUA) 

DIPl:!;NDA 
I 
I 
I 

--¥ 



r--- ·-- 
l NO. 000001 : i NO. 000001 

Rp. 4.000, - 
( Empat Ribu Rupiah) 

; KENDARA.Al'I RERMOTOR 
I RODA 4 (EMPAT) 

' J DIPENDA 

Rp. 4.000, - ( Empat Ribu Rupiah) 

KENDARAAN BJ,;RMOTOR RODA 'I (EMI'A'I') 

DIPENDA 
I ,-- -- ---· - --- -·- -·- --- -- --- 
1 

. N0.000001 ]N0.000001 

-----· -1 . 

! 
I RE IR 
: (Tempat��l/Objek 
1 Wisata dan Fasilitas 
' l Olahraga] 
I 

Rp. 8.000, - 
( Delapan Ribu Rupiah) 

! liliNDARN\N BERMOTOR 
\ RODA h (ENAM) Illi ATAS 
! 

DIPENDA 
t__ 

(Tempat Wisata dan 
P'asilita. Olahraga) 

Rp. 8.000, - ( Delapan Ribu Rupiah) 

KENDARAA...I\J DERMOTOR 
RODA 6 (1-<;N.I\M) KP. ATAS 

DI PEN DA 

--· ---- 
! 

--Ji 



2. Dokumen Rctribusi pada Area Pasar, Area Rumah Sakit/Puskesmas Milik 
Pemerintah Daerah, Lahan Parkir dan Tempat Parkir lainnya. 

-- ---- ! 
'. NO. 000001 
: 
l 
i �EMERMAH KABUPATfN SIDENREtiG RAPPWG ,--� i ,.,,�z,��- 
l Pf.:l{DJ:a._t1N 2010 
i Tl'G "{��PAT 

: RET�;�� 
(FasiHtas Pemerintah 
dan Tempat Lainnya) 

Rp. 1.000, - 
( Seribu Rupiah) 

i 
i KEJ\TDARMN Bf<:RMO'l'OR 
! RODA 2 (DUA) 

OIPENDA 

--- --·· � 

NO. 000001 

dan Tempat 

Rp. 1.000, - ( Seribu Rupiah) 

K.t::;NDARAAN BF:RMOTOR 
RODA 2 {DUA) 

DIPENDA 

--: 
I 
I 

j NO. 000001 
I 
: PEJJER!NTAH KAllUPA1EN SDENRENG RAffilNG 
�- I .,/J 5;._ �. 

t PEI<[)A� Nn · 'wf.u _ N 20lfi 
; TI'G , �Ml-'AT 
1 � 

J\1. .. r:�"""' 

j RET -OSTl>fum 
l (Fasilitas Milik 
l Pemerintah dan 

Tempat Lainnya) 

Rp. 2.000, · 
( Tiga Ribu Rupiah) 

KBNDARAAN HERMOTOR : 
RODA 3 (TIGA) . 

DlPENDA 

NO. 000001 

Rp. 2.000, - ( Dua Ribu Rupiah) 

KENDARAAN BER.MOTOR ROnA 3 (DU/\) 

DIP ENDA 

--1 
i 
l 
! 
! 
i 
I . 



I -- ---- 

: NO. 000001 
I 
! 

--- --- --- --· - -- 
: NO. 000001 

Rp. 3.000, - 
( Tiga Ribu Rupiah) 

I 
i KENDAP.AAN BERMOTOR : 
I ' l RODA 4 (1':MPAT) : 
J • 

(Fasilita rintah dan 
Temp;'.YLainnya) 

Rp. 3.000, - ( Tiga Ribu Rupiah} 

KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) 

DIPENDA 
�- - -·- --- ---;- - --- 
I 
iN0.000001 [N0.000001 
i 

PEMERINTAH 

DJPENDA 

---" 
I 

' I 

DENRENG RAPPANG 
� 

i1'J\NG flli'l'RIBUSl 

Rp. 5.000, - 
( Lima Ribu Rupiah) 

\ . 
: KEND/\RAAN BERMOTOR l 

RODA 6 (ENAM) KE ATAS j 

Rp. 5.000, - ( Lima Ribu Rupiah) 

KE.NDARAAN BERMOTO� 
RODA 6 (ENAM) T(E A'f'l\.S 

DlPENDA DfPENDA 
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3. Dolrurncn Rctribusi pada 'l'ernpat Khusus Parkir yang menggunakan 
PortalzPerhitungan Waktu. 

r-·--- 
1 

--1 
I LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKlR 

No. POL I Jeni• Kendaraan 

Rp ..•....... 
(Jumlah Retribusi) 

.Jam Masuk 
Jam Keluar 
Lama Parkir 
Petugas 

'rcnmaleasih, sclarnat jalan I 
------- --- -- - 

BUPATI sms NGRAPPANG, 
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